BAB 11
TINJAUAN UMUM

TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

A. Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Positif
1. Terorisme : Pengertian dan Ciri-ciri Terorisme
a. Pengertian Terorisme
Secara etimologi terorisme berarti menakut-naiuotiterrify).
Kata ini berasal dari bahasa lateérrere, “menimbulkan rasa gemetar
dan cemas”.Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian
politik, sebagai suatu serangaerhadap tatanan sipil, semasa
pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abatig<e-
Mengenai pengertian yang baku dan definitif dam ajang
disebut dengan terorisme, sampai saat ini belumkadaragaman.
Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian gk yang
dapat diterima secara universal sehingga sulit acElgn
pengawasan atas makna terorisme tersebut. Perbedakam
memberikan definisi terhadap terorisme disebabkasimy-masing
pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunsiiah
terorisme dalam sudut pandangnya. Di samping jugaena
banyaknya elemen terkait. Tidak mudahnya merumusiaimisi

terorisme, tampak dari usaha Perserikatan BangsgsAa (PBB)

! Mark JuergensmeyeiTerorisme Para Pembela Agaméliteriemahkan oleh Amien
Rozany Pane), Yogyakarta: Tarawang Press, 2003,6him
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dengan membentukd Hoc Committe on Terroristahun 1972 yang
bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkansamdefinisf.
Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam isu itgnar terutama
terkait politik, telah melahirkan berbagai opininga berpengaruh
terhadap definisi terorisme, salah satunya opinerPRosler Garcia,
seorang ahli politik dan ekonomi luar negeri daantburg, Jerman
yang menyatakan tidak ada suatu negara di duniyang secara
konsekuen melawan teroristhe.Meski demikian, berdasarkan
sejumlah sumber, setidaknya dapat dipahami pemnget@rorisme,
antara lain:

Menurut US Federal Bureau of Investigation (FBFptesme
adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidaknektwan orang
atau properti untuk mengintimidasi atau menekamusp@merintahan,
masyarakat sipil atau bagian-bagiannya, untuk meaian tujuan
sosial politik?

Sementara US Central Intelligence Agency (CIA) merikan
definisi bahwa terorisme internasional adalah ienoe yang
dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organésasg atau

diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau petaie@dsing.

“Indriyanto Seno Adji, Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perpektikuth
Pidana,Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001, him. 35

peter Rosler Garcialerorisme, Anak Kandung Ekstrimismehttp:/www.kompas.com/
kompas-cetak/0210/15/tero30.htm>, (diakses padaezémber 2009)

“Hermawan Sulistyo, dkk (EditorBeyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa
Depan,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, him. 3

® http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme {@kses pada 27 Desember 2009)
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Menurut TNI-AD berdasarkan Bujuknik tentang Antirde
tahun 2000, terorisme adalah cara berfikir dan ifsak yang
menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapainifij

A.C Manullang mendefinisikan bahwa terorisme adalaatu
cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lapicdiantara lain
karena adanya pertentangan agama, ideologi dars etarta
kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikligat dengan
pemerintah, atau karena adanya paham separatismeiddalogi
fanatisme”.

Dalam hukum pidana Islam, tidak ada definisi yapgss#ik
tentang terorisme. Akan tetapi, dalam hal ini psnoiengacu pada
definisi terorisme oleh MUI, yang menyatakan bahwa:

“Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kasiaan

dan peradaban yang menimbulkan ancaman seriusdégrha

kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, @eagam
dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakatriiee
adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorgardsagan
baik (well organized)bersifat transnasional dan digolongkan
sebagai kejahatan luar big@tra-ordinary crime)ang tidak
membeda-bedakan sasatamliskrimatif)”.®

Dengan kata lain, terorisme dapat diartikan sebtigdakan
kekerasan yang melanggar hukum dilakukan sekelompeang

sebagai jalan terakhir guna mewujudkan keinginanygmag tidak

dapat dicapai melalui jalan resmi.

® Loudewijk F. Paulus,Terorisme, http:/buletinlitbang.dephan.go.id (diakses pada 2
Januari 2010)

" A.C. Manullang,Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezidakarta: Panta Rhei,
2001, him. 151
8 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonedia, 3 Tahun 2004 tentang Terorisme
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Dalam Perpu Nomor 1 tahun 2002 yang telah diubahjade
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemlas@m{Tindak
Pidana Terorisme, Bab | Ketentuan Umum, Pasal 1 Aydindak
Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang mémensur-
unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan daladang-Undang
ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategotkkadalam Tindak
Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bébimdak Pidana
Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidarena melakukan

tindak pidana terorisme, jika:

1) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancakenadan
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhaidaqy secara
meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masdsagan
cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan rawarta
benda orang lain atau mengakibatkan kerusakankafaancuran
terhadap obyek-obyek vital yang strategis atauklingan hidup
atau fasilitas publik atau fasilitas internasiofidsal 6)

2) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancakenadan
bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau tedg#
terhadap orang secara meluas atau menimbulkan rkoraag
bersifat massal, dengan cara merampas kemerdektan a
menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadegk-obyek
vital yang strategis atau lingkungan hidup atauifas publik atau
fasilitas internasional (Pasal’7)

b. Ciri-ciri Terorisme
Untuk mempermudah terhadap terorisme serta klasifiya,
Gibbs menambahkan beberapa ciri perbuatan yang palan

terorisme dengan merujuk pada:

° Tim Redaksi Fokusmedia/ndang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantas
Tindak Pidana Terorism&andung: Fokusmedia, 2003, him. 14
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1) Perbuatan yang dilaksanakan atau ditujukan dengdssud untuk
mengubah atau mempertahankan suatu norma dalanmukbent
wilayah atau suatu populasi;

2) Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang kebenadgara
partisipan, identitas anggota, dan tempat perseyidnn

3) Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu;

4) Bukan merupakan tindakan peperangan biasa karemakane
menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyeranbankut
ancaman dan pergerakan mereka; serta

5) Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau idgo yang
sejalan dengan konseptor, dan pemberian kontribusntuk
memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelkm
tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau takdag
ditimbulkan®®

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme
Perumusan tindak pidana terorisme dalam undangrgndamor
15 tahun 2003 menggunakan cara perumusan baileitumusan dengan
cara merumuskan unsur-unsurnya Ssaja maupun mergjunaara
perumusan dengan menguraikan unsur-unsur dan mikarbédasifikasi
terhadap tindak pidana tersebut. Contoh dari pgaafi menggunakan

cara perumusan tindak pidana dengan menguraikam-unsurnya saja

19 Jack GibbsDefinisi Terorisme <http:/en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terronis>,
(diakses pada 27 Desember 2009)
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tanpa memberikan kualifikasi tindak pidananya dudadasal 6 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang isinya sebag#iuier
“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakandsskeatau
ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atautataut
terhadap orang secara meluas atau menimbulkan rkorhag
bersifat massal, dengan cara merampas kemerdektan a
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atawgak@batkan
kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek yéag
strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas ijgulau fasilitas
internasional, dipidana dengan pidana mati atayaperseumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empatun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahutt”.
Secara rinci pasal tersebut dapat diuraikan sebagaikut

berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifiiya.

a. Unsur subjektif

1) Setiap orang;

2) Dengan sengaja;

3) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, Dugiem
suasana teror atau rasa takut terhadap orang seedwas atau
menimbulkan korban yang bersifat massal.

b. Unsur objektif

1) Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan handa

orang lain;

2) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadgk-abyek

vital yang strategis;

! Tim Redaksi Fokusmediap.cit.,him. 13

2 Unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dersjapelaku itu sendiri, sedangkan
unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengykah laku dan dengan keadaan di dunia luar
pada waktu perbuatan itu dilakukan. Lebih lanjbatiJ. M. Van Bemmelerjukum Pidana I:
Pidana Material Bagian Umunditerjemahkan oleh Hasan, tt: Bina Cipta, 1984, H62-103
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3) Atau lingkungan hidup atau fasilitas umum;
4) Atau fasilitas internasional.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 terdadnuya
menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana teragjsrtetapi tidak
memberikan klasifikasi tindakan tersebut sebagaiatkan terorisme. Hal
yang sama juga terdapat dalam 7 Undang-undang Ndsdahun 2003,
yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakandsskeatau
ancaman kekerasdermaksuduntuk menimbulkan suasana teror
atau rasa takut terhadap orang secara meluas aammbulkan
korban yang bersifat massal, dengan cara merangrasrélekaan
atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang dtn
mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadegk-obyek
vital yang strategis atau lingkungan hidup atatifas publik atau
fasilitas internasional, dipidana dengan pidangagpsarpaling lama
seumur hidup™?

Sekilas pengaturan dalam pasal 7 Undang-Undang NdBo
Tahun 2003 tersebut menyerupai ketentuan dalaml gasdndang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003, akan tetapi terdapdiedaan, yaitu
adanya unsur “bermaksud...”. Unsur ini menandakasalp7 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan pasal tindd&np tidak
selesai atau percobaan tindak piddh&ehingga yang harus dibuktikan
dalam pasal 7 undang-undang nomor 15 tahun 2008hadarupa adanya

maksud untuk menimbulkan suasana teror atau r&sd yang meluas

atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walauancaman

13 Tim Redaksi Fokusmediap.cit.,him. 14
4 F. Budi Hardiman, dkkTerorisme, Definsi, Aksi dan Regula¥akarta: Imparsial, 2005,
him. 68
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kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan. Sgaedti percobaan

tindak pidana adalah:

a. Sudah ada niat. Menurut J. M. Van Bemmelen, dilatakNiat
melakukan kejahatan dalam percobaan mengambil teygray di
duduki kesengajaan dalam delik dengan sengajadiaetgsaikan®?

b. Permulaan pelaksanaan. Ada dua teori utama daldmnihgang
menjelaskan mengenai permulaan pelaksanaan. Teesebut timbul
akibat adanya permasalahan mengenai permulaanspaken itu
sendiri, yaitu apakah permulaan pelaksanaan tarsetsus diartikan
sebagai “permulaan pelaksanaan dari niat / makispelaku” ataukah
sebagai “permulaan pelaksanaan dari kejahatan tgdaiy dimaksud
oleh si pelaku untuk ia lakukan”.

Teori subjektif. Dalam hal ini, permulaan pelaksamalihubungkan
dengan niat yang mendahuluinya (permulaan pelaksatiadakan

dari niat). Kesimpulan dari teori ini adalah, seaseg dikatakan
melakukan percobaan oleh karena orang tersebin meéanunjukkan
perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jattatipun yang bersifat
berbahaya.

Teori objektif. Permulaan pelaksanaan dalam teordihubungkan

dengan pelaksanaan tindakan dari kejahatan. secmta. Yaitu

apabila dalam delik formil: jika tindakan itu meakan sebagian dari

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedandgdam delik

153, M. Van Bemmelergp.cit, him. 246
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materiil: tindakan tersebut langsung menimbulkanbak yang
dilarang oleh undang-undang. Van Bemmelen membendapat
mengenai permulaan pelaksanaan vyaitu “...permulaelaksanaan
harus merupakan permulaan pelaksanaan dari kepaitatsendiri dan
bukan hanya permulaan pelaksanaan dari Mabengan demikian
dapat kita simpulkan, yang menjadi titik ukur tedam mengenai
permulaan pelaksanaan adalah kapan peristiwva kajaha nyata
terjadi, bukan pada kapan niat itu dilakukan.

c. Gagalnya atau tidak selesainya tindakan pelakwakinddana adalah
di luar kehendak pelaku tindak pidana. Yang tidatesai itu
kejahatan, atau kejahatan dalam undang-undangtidedusempurna
memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut runmysan

Dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang—undang nomorhif 2003
adalah contoh pasal dalam undang-undang tersebuiy yeara
perumusannya hanya menguraikan unsur tindak piganamanpa
memberikan klasifikasi nama. Kedua pasal tersebgé jmenggunakan
pendekatan secara umum, yaitu menjadikan seramgkeidak pidana
menjadi tindak pidana terorisme.

Pasal yang menggunakan cara perumusan dengan ragagur

unsur dan memberikan klasifikasi tindak pidanagdpat dalam pasal 8

sampai dengan 16 Undang-undang No. 15 Tahun 2003y ya

18 Ibid, him. 248
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dikategorikan tindak pidana terorisme. Sebagai atgnberikut dikutip
pasal 9 Undang—undang nomor 15 tahun 2003.

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehyarah

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mganpu

persediaan padanya atau mempunyai dalam milikngayimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau
mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatjataeapi,
amnunisi, atau sesuatu bahan peleda dan bahan-i@haya
yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tipakna
terorisme, dipidana dengan pidana mai atau pesgurmur hidup
atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) taham phling lama

20 (dua puluh) tahun’

Dalam pasal tersebut, terdapat uraian unsur-ures\uy gecara jelas
diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisnkasal ini menggunakan
pendekatan spesifik, yaitu menjadikan tindak pidbiesa sebagai atau
disamakan dengan tindak pidana terorisme.

. Beban Pembuktian, Alat Bukti dan Teori Pemidanaan

Pembuktian merupakan proses acara pidana yang raemeg
peranan penting dalam pemeriksaan sidang di pdagadMelalui
pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apalkatbersalah atau
tidak. Darwan Prints mendefinisikan pembuktian gebdpembuktian
suatu peristiwva pidana telah terjadi dan terdakiwajang bersalah
melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawapial?

Sesungguhnya tujuan dari pembuktian adalah berusaiaé& melindungi

orang yang tidak bersalah.

" Tim Redaksi Fokusmediap.cit.,him. 17
'8 Darwan PrintsHukum Acara Pidana dalam Praktikakarta: Djambatan, 1998, him. 106
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Walaupun secara konteks yuridis, proses pembukiilakukan di
pengadilan, sesungguhnya proses pembuktian sdaldh dimulai pada
tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik mengdkth apakah peristiwa
yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau hamgaupakan peristiwa
biasa. Penyidik juga mencari dan mengumpulkan mgta menganalisis
bukti yang ditemukan.

a. Beban Pembuktian
Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankaada
suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depaouno demi
membuktikan fakta tersebut di depan hakim yangregaaemeriksa
kasus tersebut di persidangan. Dalam hukum acdeamaidikenal tiga
macam beban pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1) Beban pembuktian biasa. Pada beban pembuktianbé&mlaku
prinsip siapa yang mendalilkan maka ia harus menikark
Beban pembuktian ini biasa digunakan pada tindd&ra umum,
di mana penuntut umum lah yang dibebani kewajibatuku
membuktikan. Sedangkan bagi terdakwa ia tidak dibebtengan
beban pembuktian, sebagaimana yang disebutkan gedaal 66
KUHAP “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kévea
pembuktian™®

2) Beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbBagla beban

pembuktian seperti ini, kewajiban pembuktian tekepada dua

19 Andi HamzahHukum Acara Pidanalakarta: Sinar Grafika, 2001, him. 33
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pihak, yaitu pada penuntut umum dan terdakwa sendada
dasarnya penuntut umum membuktikan telah terjadatusu
peristiwva pidana yang dilakukan oleh terdakwa dardakwa
harus mempertanggungjawabkannya. Sementara itdakiga
berupaya membuktikan perbuatannya bukan merupakaiakt
pidana serta membuktikan dakwaan penuntut umunmdalaat
dakwaan tidak benar. Dalam beban pembuktian té&rbali
berimbang, apabila terdakwa terdakwa memiliki ajidang kuat ia
mampu membuktikan kebenarannya, maka beban perabukti
secara otomatis berpindah ke tangan penuntut ufhum.

3) Beban pembuktian terbalik atau pembalikan bebanbpktian.
Dalam beban pembuktian ini, hanya terdakwalah ydibgbani
kewajiban untuk membuktikan dakwaan penuntut umidakt
benar dan dirinya tidak bersal&h.

b. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme
Tidak ditemukan suatu definisi khusus mengenai iapalat
bukti, namun secara umum yang dimaksud alat bultiad alat bukti
yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Budgri alat
bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan adalandr terdakwa

yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakiaus

“Angga Bastian dkk.,Makalah Sistem Pembuktian dan Beban Pembuktian pada
Matakuliah Hukum Pembuktiafrakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 8
! bid., him. 10
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mempertanggungjawabkan perbuatanffyaPengaturan alat bukti
secara umum diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUH&Ry

1) Keterangan saksi;

2) Keterangan ahli;

3) Surat;

4) Petunjuk;

5) Keterangan terdakwa.

Beberapa undang-undang pidana yang memiliki aspeilf
juga mengatur mengenai alat bukti tersendiri. Mmski demikian,
secara umum alat bukti yang diatur dalam undanguugdpidana
formil tersebut tetap merujuk pada alat bukti yasigtur dalam
KUHAP.

Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana wraidiatur
dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 pasal 24gs@ghana
berikut:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meli

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara
Pidana;

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elekiton
dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihdtaah,
dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengam at
tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuangadi a
kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yeeggam
secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbasaap

1) Tulisan, suara atau gambar;
2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;

%2 M. Yahya HarahapPembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undadgng
Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid 10akarta: Pustaka Kartini, 1988, him. 285
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3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang
memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu membaca atau memahamifiya.

c. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan mempunyai hubungan langsung
dengan pengertian hukum pidana. Teori-teori iniadanenjatuhkan
dan menerangkan tentang dasar dan hak negara daéamjatuhkan
dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan sapartapa dasarnya
dan untuk apa pidana yang telah diancamkan ituutikan, atau
apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankgsi foneénjaga
dan melindungi kepentingan hukum dengan cara megng
kepentingan hukum dan pribadi orang. Pidana yaagcdmkan itu
apabila diterapkan, justru menyerang hukum danphidadi manusia
yang sebenarnya dilindungi oleh huké.

Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan
menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akaenmegkan dan
mempertimbangkan manfaat apa yang akan dicapaipaajatuhan
pidana. Dalam keadaan yang demikian teori hukunan@ddapat
membantunya.

Dari berbagai macam teori pemidanaan, dapat diksdékan

menjadi 3 golongan, ialah:

% Tim Redaksi Fokusmediap.cit.,him. 24
2 http: //fatahilla.blogspot.com/2009/06/ pemidanasasebagai —sarana - menciptakan.html
(diakses pada 14 Maret 2010)
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1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. &ehjan
pidana yang pada dasarnya penderitaan, pada pedjakaarkan
karena penjahat telah membuat penderitaan bagjy ¢aam Setiap
kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pialabagi
pembuatnya. Tidak dilihat akibat apa yang dapatodimdari
penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masargepaik
terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhidana
tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang ipraietapi
bermaksud satu-satunya penderitaan bagi perfahat.

2) Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwanmad
adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum ndala
masyarakat. Untuk mencapai ketertiban masyarakatamidana
mempunyai sifat sebagai pencegahan umum. Mengenai
pencegahan ini dapat diklasifikasikan menjadi dBartama,
pencegahan umum vyaitu pidana yang dijatuhkan padgatpat
yang mempunyai tujuan agar orang-orang (umum) rdemgdkut
untuk berbuat kejahatan. Pidana yang dijatuhkarangiditu
dijadikan contoh oleh masyarakat, agar tidak mendan
melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahaKetiua,

pencegahan khusus yaitu teori yang mempunyai tujuatok

% Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana [Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,
him. 153-154
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mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana gdidak
mengulang melakukan kejahatén.
3) Teori Gabungan
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib maalyafengan
kata lain dua alasan itu adalah menjadi alasanrddsa
penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat diksdakenjadi

dua golongan, yaitu:

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari yape
perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tetabt
masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungantestia
masyarakat. Tetapi penderitaan atas dijatuhinyanaididak
boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukamidana.
Karena dasar primer pidana adalah pencegahan urasar d
sekundernya adalah pencegahan khésus.

. Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Undarmgng No. 15
Tahun 2003
Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancan@anag
(strafbedreiging)kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/

norma. Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yatahdditetapkan itu

28 |pid, him. 157-161
27 |bid, him. 162-163
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ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan pdahaksa agar
seseorang menaati peraturan-peraturan yang béfakdapun sanksi
terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pg#angakan
mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yangttercadalam pasal
10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidaoeungan, pidana
denda, dan pidana tambatfan.

Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana teroristigebutkan
dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 HarUndang-undang
Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindd&nai terorisme.
Kaitannya dengan putusan pengadilan negeri No.idd®#PN.Smg/2004
bahwa terdakwa dijerat dengan pasal 9 adalah siefegg berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukian

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehyarah

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mganpu

persediaan padanya atau mempunyai dalam milikngayimpan,
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau
mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatjataeapi,
amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-baimaya
yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tipaksna
terorisme, di pidana dengan pidana mati atau penggumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tigAuh dan paling
lama 20 (dua puluh) tahur®.

Dalam pasal tersebut secara rinci menjelaskan rignteerbagai

macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagdikti pidana

terorisme. Adapun yang dimaksud dengan “bahan ybathahaya

28 Pipin Syarifin,Hukum Pidana Di Indonesj@andung: CV. Pustaka Setia, 2000, him. 48.
29 SugandhiKUHP Dengan Penjelasanny8urabaya: Usaha Nasional, 1981, him. 12.
% Tim Redaksi Fokusmediap.cit.,him. 17
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lainnya” menurut penjelasan pasal 9 UU No. 15 tab@®3 termasuk di

dalamnya adalah gas beracun dan bahan kimia yahghzgya.

B. Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Islam
1. Prinsip Keamanan Umum
Untuk mengetahui secara mendalam makna terorisngdadserkan
sudut pandang hukum Islam, perlu merujuk pada laplbeelemen paling
penting atau prinsip keamanan umum berkenaan deagaisme Islam.
Dalam Islam terdapat hukum yang menjamin keselamadtn
perlindungan warga sipil. Hal ini berdasarkan ajarlslam yang
memandang kehidupan sebagai suatu yang suci dda kamitmen yang
teguh untuk menjamin hak asasi manusia. Islam jugdarang dan
mengecam segala bentuk aksi kekerasan dan meminondmuslim
kecuali terhadap pejuang musuh saat perang. Abafirinan dalam surat

At-Taubah ayat 6:

3 TTAQ FoemO 2 ROO
&V NO P X €ECOM wa S
€CRIOG Y Obeo EIRGR J6 PR PP Tage e i

* Lo BEOREXIG AAROSOO® R #BRO
DEQO®CELoied €ONOMEIEAL] Olh=DH
o <RI U EGEIRG e 1w®e0
4. P >MHACORETD 40
Artinya : “Dan jika seorang di antara orang-orangusgrikin itu
meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilasujgaya
ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antdakara
ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabka
mereka kaum yang tidak mengetahui” (QS. Al-Taulgat:

31 Departemen Agama RAI-Qur'an dan TerjemahnyaVladinah: Mujamma’ Khadim Al-
Haramain Asy-Syarifah, 1971, him. 278
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Hubungan antara Muslim dan non-Muslim adalah hidup
berdampingan dengan damai. Hal ini utamanya karstem tidak
memerintahkan untuk mempunyai prasangka, rasa ,befan rasa
permusuhan terhadap non-Muslim hanya karena méd&damempunyai
akidah yang sama. Islam mengakui dan memperboleddtamya berbagai
hubungan dan ikatan di antara manusia di sampatgnkagama.

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alamnidalasarkan
diri pada pemaksaan apalagi kekerasan. Islam selzagena damai
menganjurkan pemeluknya untuk berdakwah denganhpbiumah dan
argumentasi yang logis, sebagaimana diterangkamd@man-Nya:

B DxQ M Farde OV OB -0 RO e
BITNE €OfA00wWa I @x[OvVeZlds OL
J@>ASEEQ JIROe= OIHE X P @ e e
GUFARNZINOX du ) 02O DA DWwe s NI
AEROLOSIORaF 0OQD0 kLo o N
ROeOLORD M @a ¢ N
O QO Ara = o0 GOV AM@a S
NAAANHON A0, AXle + Lo OO0 E o 000=
X,
Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agaifislam),
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar darijpdatayang
sesat. Karena itu, barang siapa ingkar kepada tihggatan)

dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia tela
berpegang kepada buhul tali amat kuat yang tidak gkitus.
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (BB

Bagarah: 2565

Secara logika, jika orang dipaksa atau diancam ageauk Islam,
maka orang itu tidak bisa dimintai pertanggungjaavalatas kejahatan

yang dilakukannya, karena ia melakukannya lantaespaksa. Justru

%2 Departemen Agama Rbp.cit.,him. 63
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kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada umausiaradalah untuk
memilih Islam atau tidak® Di waktu yang sama, dia juga memberikan
bekal cukup berupa akal, hati, dan tanda-tandaskebe-Nya di setiap
ufuk alam ini, yang akan melahirkagsponsibility(tanggung jawab) yang
akan dimintakan kepada setiap manusia berakahdi akhirat nanti.
Namun, kerahmatan Islam sebagai agama tidak berarti

membiarkan dirinya ditempeleng pipi kiri lalu dib@m pipi kanan.
Semua orang boleh mencela pribadi muslim dan yagrgabgkutan
kemudian memaafkan orang itu. Akan tetapi, jika ekar telah
memerangi dakwah Islam yang dilakukan secara daensebut, maka
berlakulah hukum jihat® Sebagaimana ditetapkan dalam surat Al-

Bagarah ayat 190:

* Forde PnONIAR ONVx BXUDHNY IO L0

e @0 CH7ESZODHEHN IV QRO #xEQ LA Lo I

oo A Lo 3 IHRO BHAOCO® I D

D ABE D 0@ =D ECOM @ F OEHNRO

Artinya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memei
kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, nkare
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang Yyang
melampaui batas”. (QS. Al-Bagarah: 180)

Hal demikian telah dibuktikan dalam perjalanan redjadakwah
Rasul, sejak di Mekkah hingga Madinah. Bagaimarfa Kauraisy terus
melakukan berbagai tekanan fisik dan mental kepadgikut Nabi yang

setia, hingga pada akhirnya Allah memberi izin kntnelawan kafir

% H. Abduh Zulfikar Akaha (Editor)Terorisme dan Konspirasi Anti-Islandakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2002, him. 160-161

**Ibid., him. 162

% Departemen Agama Rbp.cit.,him. 46
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Quraisy. Jadi, antara dakwah dan jihad masing-rgasiemiliki konteks
yang relevan dan aktual sepanjang zaman. Prinsipmgat Islam tidak
pernah mendahului orang kafir, serta tidak mengadikarga sipil sebagai
sasaran.
. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme menurut Huksiam

Dalam pandangan Islam, terorisme hukumnya adalaiamha
Terorisme sifathya merusak dan anarkis, tujuannyakumenciptakan
rasa takut dan / atau menghancurkan pihak lain, dilaskukan tanpa
aturan dan sasaran tanpa batas. Dalam khazanahidlkim, terorisme
memenuhi unsur tindak pidana (jarimal)irabah Para ulama
mendefinisikan al-muharib (pelaku hirabah) dengan'Orang yang
mengangkat senjata melawan orang banyak dan memakuiti mereka
(menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)Hal ini didasarkan

kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah a3at

¢xCQ LA Lo S BI-NOOOORAY a4 HO* RO

A o ¢ 0€E<HB 0 O067®
ONx ¢4 7UEDICO040€0 ORM+ UG0S0
0O F OO BO o KV AT Do I
v OO BXMUD>H*I+ORO

RDAALADQ=D & 74w [m | BX-MUAEZHEHRORO
SEVDERY P00 SHRON,0r 0
B AXAGRG OO0 §3-OmMERE JIIONHE
PR 1@ &0 WOQ F &Y AQFT Do e @8
= 20 J0l7ge16 JORICP-PaRt O DO
ZOeONB Mo S IR EYERNEY Iu
R KON >R RO XIO R
Artinya : “Sesungguhnya balasan bagi orang-oranggymemerangi
Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusdka
muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atg@otdng

% Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesip.cit
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tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demitu
suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan Miraak
mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS Al-Maidah:[5
33)%

Hirabah juga dapat diartikan sebagai gerombolan kelompok
bersenjata yang mempunyai maksud untuk mengadaldac&uan,
penumpahan darah, mengoyak kehormatan, merusakdanaeternakan,
citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-unding.

Sebagaimandirabah dilakukan oleh gerombolarhirabah juga
kadang-kadang dilakukan oleh individu. Contohnypese seseorang
yang punya kekuatan luar biasa sehingga dapat rdadkga satu
gerombolan untuk mengadakan penumpahan darah, pasamharta dan
kehormatart?

Dari sini dengan jelas dapat diketahui bahwa umsuir jarimah
hirabah adalah tindakan keluar dengan maksud maakintimidasi,
menakut-nakuti atau membunuh orang.

. Sanksi Pidana Terorisme menurut Hukum Islam
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa menurapgan

Islam tindak pidana terorisme telah memenuhi unpatimah hirabah.

Hukuman untuk jarimah hirabah berdasarkan firmdatAi

WxCQLA Lo BIAGDIORY o FO#IRO

A ForSc ¢)0€ =B 0 0676
ORx ¢I0AED 0400 ORI+ OERGO ST
QO SO @s BOeo RV IOT Do S
2000 B MO H*ORO

3" Departemen Agama Rbp.cit.,him. 164
¥ Sayyid SabigFigh al Sunnah Juz Kuwait: Dar al Bayan, tt, him. 199
% Ibid, him. 199
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RAALDOD = OO BX-MA€ZxHRORO
SEVDERY OO0 SHRON, 00
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Artinya : “Sesungguhnya balasan bagi orang-oranggymemerangi
Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusdka
muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atg@oetdng
tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang damitu
suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan firaak
mereka mendapat siksa yang pedih.” (QS Al-Maidah:[5
33).40
Hukumanhirabah yang ditentukan oleh ayat di atas adalah salah
satu dari empat macam hukuman, yaitu:
a. Dibunuh
b. Disalib
c. Dipotong tangan dan kakinya secara silang
d. Pengasingan
Keempat hukuman itu dijelaskan dalam ayat dengamakai
huruf ataf “au”. Sebagian ulama mengatakan bahwa hataf “au”
mempunyai faedahakhyir (pilihan). Jadi, hakim boleh memilih untuk
menjatuhkan hukuman yang sesuai kepentingan.
Mayoritas ulama mengatakan bahwa hwat#f “au” bukan untuk
takhyir, tetapi untuktanwi atau perincian terhadap hukuman yang relevan

dengan tindak kejahatan yang dilakukan.

a. Disalib

“0 Departemen Agama Rbp.cit.,him. 164
“l sayyid Sabig,Figh al Sunnah Juz 3(diterjemahkan oleh Nor Hasan Hasanuddin),
Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, him. 369-370
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Hukuman salib dilaksanakan terhadap pelakabah apabila
melakukan intimidasi, membunuh korbannya serta ey
hartanya secara bersamaan. Hukuman ini tidak ddjgatgurkan
walaupun ada pengampunan dari korbaabah*?

Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib masih
diperselisinkan oleh para ulama. Menurut Imam Malén Imam Abu
Hanifah hukuman salib didahulukan sebelum akhimianuh. Jadi,
hukuman salib dilaksanakan ketika pelakirabah masih dalam
keadaan hidup. Alasannya adalah karena salib miaophentuk
hukuman, jadi seharusnya hukuman tersebut dilakaan&etika
pelaku hirabah maih dalam keadaan hidup bukan dalam keadaan
mati. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahpfakuman
tersebut dilaksanakan setelah orang yang terhukukenakan
hukuman mati. Dengan demikian, orang yang terhukdisalib
dengan keadaan sudah mati. Alasan mereka adalabruherdaksi
surat Al-Maidah ayat 33, hukuman mati disebutkatelbé dahulu
dari hukuman salif®

b. Pengasingafan nafyu)

Jika hirabah dilakukan dengan maksud untuk mengintimidasi

dan tidak disertai dengan tindakan lain (membunah chengambil

harta), maka hukumannya adalah diasingkan.

42 Abdul Qadir AudahAt-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islamy,Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, ftt,
him. 657

*Ibid, him. 657

4 Sayyid Sabigop.cit.,him. 218
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Pengertian pengasingdan-nafyu)tidak ada kesepakatan di
kalangan ulama. Menurut Malikiyah, pengertian psiggn (an-
nafyu)adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tengadinya
jarimah hirabah Pendapat yang rajih dalam madzhab Syafii
mengartikan pengasingafan-nafyu) dengan penahanaal-habs),
baik di daerahnya sendiri, tetapi lebih utama derdh lain. Imam
Ahmad berpendapat bahwa pengertian pengasifagenafyu)adalah
pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidakriogbehkan untuk
kembali, sampai ia jelas telah bertauBat.

Apabila pelaku hirabah hanya membunuh korban tanpa
melakukan intimidasi maka hukumannya adalah dibu@gmentara
penerapan hukuman potong tangan dan kaki yangp&trdalam ayat
tersebut di atas berkaitan dengan pengambilan kartaan. Hal ini
berkaitan dengan persyaratan nishab serta syamdtsyarimah
hirabah?® Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratahab,
dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukumati menyerap
hukuman-hukuman lain yang lebih ringan, termasukuman potong

tangan dan kaki.

4> Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Is)alakarta: Sinar Grafika
Ofset, 2004, him.101
“*bid, 103



